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ABSTRAK

Meskipun idealnya hubungan diplomatik dengan luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun seiring perkembangan terjadi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya. Persoalan muncul ketika kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama internasional tanpa adanya koordinasi dengan kementrian luar negeri, pemerintah daerah melaksanakan semuanya dengan dalih mereka menjalankan konsep dan hakikat dari pelaksanaan otonomi daerah, bahkan ada daerah yang membuka kantor perwakilannya di luar negeri untuk melaksanakan kegiatan kerjasama internasional.
Untuk membatasi dalam melakukan analisis, maka penulis membatasi penelitian dengan melakukan indentifikasi masalah yang antara lain Bagaimanakah pelaksanaan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh daerah dan Bagaimanakah konsep ideal untuk melaksanakan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh daerah.Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui pelaksanaan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan Untuk merumuskan konsep ideal dalam melaksanakan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Metode dalam penelitian ini menggnakan metode kuantitatif bersifat deskriptif dan eksploratif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sebagai penelitian normatif, data diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah Landasan yang dipakai dalam kerjasama daerah terdapat pada Undang Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014 pasal 363 bahwa kerja sama dapat dilakukan oleh daerah dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pra-tahapan penandatangan perjanjian internasional, pemerintah daerah harus mengikuti mekanisme internal daerah yaitu adanya pendapat dan pertimbangan DPRD kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah serta adanya persetujuan DPRD terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu juga Pemda harus berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri dan pemerintah pusat. Mengingat bahwa perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dilakukan atas nama Negara, maka perlu diperhatikan  berbagai ketentuan nasional yang berlaku (termasuk Perjanjian Internasional dimana Indonesia menjadi pihak). Konsekuensinya, diperlukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai instnasi terkait (mekanisme internal). Dalam melakukan kerja sama internasional, Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Pusat Fasilitasi Kerja Sama) dan Kementerian Luar Negeri (Dit. Regional dan Dit. Hukum dan Perjanjian Sosbud, Ditjen HPI) melalui Kementerian Dalam Negeri. 
Kata kunci   :  Otonomi Daerah, Perspektif, UUPD (Undang Undang Pemerintah Daerah























ABSTRACT
Although ideally diplomatic relations with foreign countries are the authority of the central government, but along with the development there is the transfer of authority of the central government to regional governments to be able to manage their resources. The problem arises when the authority exercised by the regional government in conducting international cooperation without coordination with the foreign ministry, the regional governments carry out everything under the pretext that they carry out the concepts and nature of the implementation of regional autonomy, even some regions have opened their representative offices abroad to carry out activities international cooperation.
To limit the analysis, the authors limit the research by identifying problems such as how is the implementation of foreign cooperation carried out by the regions and how is the ideal concept to carry out foreign cooperation carried out by the regions. The objectives to be achieved through this research are as follows: : To find out the implementation of foreign cooperation carried out by the regional government and to formulate an ideal concept in carrying out foreign cooperation carried out by the regional government. The method in this study uses quantitative methods that are descriptive and exploratory using a normative juridical approach. As a normative study, data is obtained through searching legal documents, whether in the form of primary, secondary or tertiary legal materials.
The results of this study are the foundation used in regional cooperation contained in Regional Government Law Number 23 of 2014 article 363 that cooperation can be carried out by regions with institutions or regional governments abroad in accordance with statutory provisions. At the pre-stage signing of an international agreement, the regional government must follow the internal mechanism of the region, namely the opinion and consideration of the DPRD to the regional government on the planned international agreement in the region as well as the DPRD's approval of the international cooperation plan carried out by the regional government. In addition, the local government must coordinate with the Ministry of Foreign Affairs and the central government. Bearing in mind that international agreements made by regional governments are carried out on behalf of the State, various national provisions must be considered (including international treaties to which Indonesia is a party). Consequently, coordination and consultation with various related institutions (internal mechanism) is needed. In conducting international cooperation, the Regional Government must coordinate and consult with the Ministry of the Interior (Center for Cooperation Facilitation) and the Ministry of Foreign Affairs (Directorate of Regional and Directorate of Law and Social and Cultural Agreement, Directorate General of HPI) through the Ministry of Home Affairs.
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DALIL-DALIL

Koordinasi dan kerjasama yang intensif serta efektif antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah berpengaruh terhadap hasil implementasi kerjasama luar negeri.

Faktor aksesibilitas, partisipasi aktif dari stakeholders dan masyarakat daerah yang terkena dampak kebijakan menentukan kualitas kebijakan daerah

Hukum yang dihormati adalah hukum yang mampu memberi keadilan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan memperhatikan kearifan lokal.
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